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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara
Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder”. Adapun rumusan
masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana ratio decidendi terhadap pelaku
pelecehan seksual pengidap fetishistic disorder pada putusan nomor
2286/Pid.Sus/2020/PN Sby dan bagaimana kedudukan Pasal 44 KUHP perihal
sakit jiwa pada saat melakukan tindak pidana sebagai dasar penghapus
kemampuan bertanggungjawab pelaku pelecehan seksual pengidap fetishistic
disorder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa ratio
decidendi ditinjau dalam memutus perkara pelaku pelecehan seksual pengidap
fetishistic disorder dalam putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby serta untuk
mengetahui dan menganalisa kedudukan Pasal 44 KUHP perihal sakit jiwa pada
saat melakukan tindak pidana sebagai dasar penghapus kemampuan
bertanggungjawab pelaku pelecehan seksual pengidap fetishistic disorder.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.
Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual
dan pendekatan kasus. Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah benar-
benar yakin. Sesuai dengan asas In Dubio Pro Reo, jika hakim ragu, maka harus
diputuskan bebas atau lepas. Jika dikaitkan dengan dasar penghapus pidana,
berdasarkan Pasai 44 KUHP pelaku pengidap gangguan jiwa tidak dapat
dipidana.

Kats Kunci : Patio Decidendi, Pelecehan Seksual, Fetishistic Disorder
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era ini kekerasan seksual sudah menjadi isu yang tidak asing lagi
dibahas di tengah masyarakat Indonesia karena kasus pelecehan seksual ini
terjadi hampir setiap tahunnya. Tindakan kejahatan seksual atau pelecehan
seksual dapat terjadi di mana saja dan bukan hanya menjadi isu hukum
nasional suatu negara, tetapi juga menjadi masalah hukum global di seluruh
dunia.! Bukan hanya terjadi kepada perempuan, pelecehan ini juga kerap
terjadi kepada laki-laki.

Seiring dengan perkembangan serta kemajuan teknologi dan informasi
dapat memicu terjadinya pelecehan seksual di media sosial. Kegiatan melalui
media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyberspace),
meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan
hukum yang nyata. Tentunya kejahatan dalam ruang elektronik ini berdampak
sangat nyata walaupun dengan bukti yang bersifat elektronik.

Fenomena pelecehan seksual yang marak diperbincangkan masyarakat
yaitu mengenai fetishistic disorder. Fetishistic disorder ini merupakan suatu
bentuk penyimpangan seksual, Penyimpangan seksual merujuk pada berbagai
tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kepuasan

seksual, namun dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau tidak sesuai

! Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,”
Jurnal Lex et Societatis (Vol 1, No. 2, 2013), him. 39.



dengan norma-norma sosial yang berlaku.? Perilaku penyimpangan seksual
merupakan perilaku gangguan mental. Gangguan mental mencakup adanya
penurunan fungsi mental dan berpengaruh pada perilaku yang tidak sesuai
dengan yang sewajarnya.® Delcea Christian dalam sebuah jurnal internasional
menjelaskan bahwa konsep fetishistic disorder yang ia kutip berasal dari buku
panduan utama diagnosis psikiatris yang bernama "Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)". yaitu:*

“Fetishistic Disorder is a diagnosis assigned to individuals
who experience sexual arousal from objects or a specific part
of the body which is not typically regarded as erotic. Almost
any body part or object can be a Fetish. Examples include:
clothes, shoes, stockings, gloves, hair, or latex (Comfort,
1987). Fetishists may use the desired article for sexual
gratification in the absence of a partner, by touching, smelling,

licking, or masturbating with it.”

Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa pengertian dari fetishistic
disorder ini diagnosis yang diberikan kepada seseorang yang mengalami
gairah seksual dari objek atau bagian tubuh tertentu yang tidak dianggap
erotis. Hampir semua bagian tubuh dan objek dapat menjadi fetish. Contohnya
seperti pakaian, sepatu, stoking, sarung tangan, dan rambut. Orang pengidap
fetishistic disorder ini dapat menggunakan objek yang diinginkan untuk

kepuasan seksual tanpa adanya pasangan dengan menyentuh, mencium,

2 Nabila Anis Saputri, “Implikasi Penyimpangan Gangguan Fethisme dalam Kesehatan
Mental,” Indonesian Journal of Counseling and Development (Juni 2021), him. 96.

% Febria Syafyu Sari dan Maulidya Nurdini, “Edukasi Mental Health dan Penyimpangan
Seksual Bagi Remaja,” Jurnal Pustaka Mitra (Juni 2022), him. 136.

4 Delcea Cristian, “Fetishistic Disorder,” International Journal of Advanced Studies in
Sexology (Desember 2019), him. 73.



menjilat, ataupun bermasturbasi dengan menggunakan objek tersebut. Orang
yang mengidap fetishistic disorder ini dapat kita artikan bahwa orang tersebut
mempunyai penyakit kejiwaan.® Seseorang pengidap fetishistic disorder ini
dapat merugikan orang lain, baik secara materiil maupun immateriil.

Gilang Aprilian Nugraha Pratama, seorang mahasiswa, terlibat dalam
kasus fetishistic disorder yang melibatkan fetish kain jarik sebagai contohnya.
Perbuatan ini dilakukan Gilang dengan cara menghubungi korban melalui
aplikasi instagram dan juga whatsapp kemudian Gilang Aprilian Nugraha
Pratama mengungkapkan bahwa ia sedang melakukan penelitian untuk
menulis prosa yang menggambarkan seseorang yang dibalut kain jarik dan
dibekap sehingga bereaksi dengan berbagai emosi seperti gugup, takut,
menangis, dan lain sebagainya. Setelah menjelaskan hal tersebut ia meminta
korban untuk melakukan adegan seperti apa yang dijelaskan sebelumnya
kemudian ia meminta untuk didokumentasikan melalui foto dan video
kemudian dikirimkan kepadanya. Banyak korban menolak permintaan Gilang,
namun jika mereka menolak, ia mengancam akan memperburuk kondisi
penyakitnya bahkan hingga melakukan bunuh diri.

Karena perbuatannya itu Gilang dipidana dengan Pasal 45B dari Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal

82 ayat (1) bersama Pasal 76E dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

®> Yudi Gabriel Tololiu dan Gde Made Swardhana, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Dengan
Gangguan Seksual,” Jurnal Kertha Semaya (September 2020), him. 1517.



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, karena perbuatannya tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana di
Indonesia saat ini belum mengatur secara jelas mengenai perbuatan fetishistic
disorder baik dalam KUHP maupun di luar KUHP seperti dalam Undang-
Undang. Regulasi mengenai delik-delik kesusilaan dalam KUHP hanya
menetapkan pelaku dengan terbatas pada unsur perkosaan dan pencabulan,
sehingga tindak pidana perkosaan terbatas pada tindakan penetrasi dengan alat
kelamin.’

Di kondisi lain, di dalam KUHP terdapat Pasal 44 ayat (1) yang
menyatakan bahwa tidak dapat dipertanggungkan kepadanya jika pada saat
melakukan suatu perbuatan pidana pelaku menderita cacat jiwa atau terganggu
karena penyakit. Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa jika pelaku tidak dapat
dipertanggungjawabkan karena memiliki pertumbuhan jiwa yang cacat atau
terganggu akibat penyakit, maka hakim dapat memerintahkan untuk menjalani
perawatan di rumah sakit jiwa.® Sehingga menjadi menarik untuk dibahas
secara mendalam kaitannya antara Pasal 44 KUHP dengan kasus pelecehan
seksual yang dilakukan oleh seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu

karena penyakit fetishistic disorder.

® Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016, LN No. 237
Tahun 2016. TLN No. 5882, Ps. 76E.

" Kunthi Tridewiyanti, Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam
Kebijakan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014), him. 13.

8 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946. LN No.
127 Tahun 1958.



Penelitian ini menggunakan putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby
sebagai objek studi. Dalam putusan tersebut, terdakwa bernama Gilang
Aprilian Nugraha Pratama dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara
selama 5 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,-. Jika denda tidak
dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dari
latar belakang diatas, penulis tertarik untuk megulik secara yuridis dan teoritis
mengenai RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PENGIDAP

FETISHISTIC DISORDER.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Ratio Decidendi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual
Pengidap  Fetishistic Disorder Dalam  Putusan  Nomor
2286/Pid.Sus/2020/PN.Shy?
2. Bagaimana Kedudukan Pasal 44 KUHP Perihal Sakit Jiwa Pada
Saat Melakukan Tindak Pidana Sebagai Dasar Penghapus
Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku Pelecehan Seksual

Pengidap Fetishistic Disorder?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisa ratio decidendi ditinjau dalam
memutus perkara pelaku pelecehan seksual pengidap fetishistic

disorder dalam putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Shy.



2. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan Pasal 44 KUHP
perihal sakit jiwa pada saat melakukan tindak pidana sebagai dasar
penghapus kemampuan bertanggungjawab pelaku pelecehan

seksual pengidap fetishistic disorder.

D. Manfaat Penelitian
Dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini tentunya penulis
mengharapkan adanya manfaat yang dihasilkan dari penulisan ini yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan gambaran serta
sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan khususnya mengenai ratio
decidendi ditinjau dalam memutus perkara pelaku pelecehan
seksual pengidap fetishistic disorder serta menambah terkait
pemikiran  hakim atas kasus pada Putusan Nomor
2286/Pid.Sus/2020/PN Shy.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi
sarana informasi dan pengetahuan bagi masyarakat
terutama dalam topik ratio decidendi dan pelaku pelecehan

seksual pengidap fetishistic disorder.



b. Bagi Aparat Penegak Hukum
Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi
masukan sekaligus kajian bagi pemerintah dan aparat
penegak hukum terkait ratio decidendi terhadap pelaku
pengidap fetishistic disorder sehingga dapat terciptanya

suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis membatasi pada pembahasan
mengenai ratio decidendi dan kedudukan Pasal 44 KUHP sebagai dasar
penghapus kemampuan bertanggungjawab pelaku pelecehan seksual pengidap
fetishistic disorder yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan unsur-unsur
ratio decidendi dan kedudukan Pasal 44 KUHP sebagai dasar penghapus
kemampuan bertanggungjawab bagi pelaku yang menderita cacat jiwa dan

Putusan Nomor 2288/Pid.Sus/2020/PN.Sbhy.

F. Kerangka Teori
Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam menjawab rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Teori Ratio Decidendi
Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan Undang-undang.
Kepastian hukum dapat kita capai salah satunya dengan cara penegakan

hukum secara tegas yaitu melalui kekuasaan kehakiman. Hakim



merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mana dari putusan-
putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan satu aspek yang
sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang
mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian
hukum, disamping itu pertimbangan hakim ini juga harus disikapi dengan
teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim
tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.®

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait
pembuktian, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu
peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi. Hal-hal yang harus dimuat
dalam pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal
yang meringankan. Sehingga pertimbangan tersebut dapat dijadikan alasan
oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.?

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial,
yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat
mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus

oleh hakim yang propesional dan memiliki integritas moral yang tinggi,

® Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. V (YogyakKarta:
Pustaka Pelajar, 2004), him. 140.

10 Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal
Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan,” Jurnal limu Hukum Unsyiah (2015), him. 344.



sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan
aturan perundang- undangan.?

Terdapat beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat dijadikan
dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau
terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu
tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.
Alasan penghapus pidana yaitu peraturan yang terutama ditujukan kepada
hakim. Meskipun KUHP yang sekarang ini terdapat aturan tentang alasan
penghapus pidana, akan tetapi KUHP ini sendiri tidak memberikan

pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut.

2. Teori Keadilan

Isu keadilan merupakan persoalan yang kompleks di setiap masyarakat.
Hukum memiliki dua tugas utama yaitu memberikan kepastian hukum dan
mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Teori keadilan
menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang
dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang
dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan,
keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan toleransi.'?

Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif. Adil
menurut yang satu, belum tentu adil menurut yang lain. Ketika seseorang
memberikan keadilan, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum

dimana suatu skala keadilan diakui. Setiap skala ditetapkan dan

11 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Ull Pres, 2006), him. 5.
12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), him. 174.
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didefinisikan sesuai dengan norma-norma Yyang berlaku dalam
masyarakat.®

Keadilan digambarkan sebagai dasar negara dalam sila ke-5 Pancasila,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini didasari
oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan
manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia
dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan antara manusia
dengan Tuhannya.*

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat
bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan agar hukum itu benar-
benar berarti, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa
keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa
dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, Keadilan merupakan
prinsip yang fundamental dalam tata hukum dan peradilan, dan harus
didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang menyangkut kepentingan
suatu bangsa dan negara. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan
keyakinan masyarakat akan kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan
hukum adalah mencapai kebahagiaan yang maksimal bagi seluruh warga

negaranya.

13 M. Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet. 2
(Jakarta: Kencana, 2014), him. 85.
1% 1bid. him. 86
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini yaitu penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif (normatif legal research) menurut Peter
Mahmud Marzuki merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk
menjawab permasalah hukum yang dihadapi. Dikenal pula sebagai penelitian
hukum doktrinal (kepustakaan atau studi dokumen) penelitian ini dilakukan
atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan

hukum lainnya.®

2. Pendekatan Penelitian
Pada penulisan karya tulis ilmiah ini terdapat beberapa pendekatan
penelitian meliputi:
a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang
ditangani. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan

menggunakan legilasi dan regulasi.®

15 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
him 45-46.

16 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 157.
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b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memberikan
pandangan-pandangan terhadap isu hukum dalam penelitian hukum.
Pendekatan ini menjadikan perspektif doktrin-doktrin yang berkembang
di dalam ilmu hukum sebagai landasan dalam penyelesaian isu hukum
yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini.*’

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan

hukum, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji atau menganalisis

Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Shy.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data
sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui
media perantara berupa buku catatan atau arsip baik yang dipublikasi ataupun
yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam kata lain, peneliti
membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan,
pusat arsip atau dengan membaca banyak buku yang berhubungan dengan

penelitiannya.*® Dalam data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

17 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, him. 57.
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2017), him. 193.
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a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat
yuridis yang digunakan untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana.®®

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.?°

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.?

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk
Kepentingan Penegakan Hukum.?

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang relevan
namun tidak terkait secara langsung. bahan hukum ini dapat membantu
memperdalam analisis mengenai ratio decidendi terhadap perkara

pelaku pelecehan seksual pengidap fetishistic disorder dari bahan

19 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946. LN No.
127 Tahun 1958.

20 Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76
Tahun 1981, TLN No. 3209.

21 Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun
2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

22 Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, Permenkes No. 77 Tahun 2015. BN No. 1861 Tahun
2015.
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hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-
buku serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat membantu
menganalisis lebih dalam dari bahan-bahan hukum yang sudah ada
sebelumnya. Bahan hukum tersier diantaranya yaitu seperti kamus
hukum, majalah, ensiklopedia, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan

penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu studi
kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan
mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-
catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang

dipecahkan.?

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis.
Deskriptif  analitis merupakan analisis secara menyeluruh  dan
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul tanpa adanya
maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.?* Kemudian

data tersebut akan dianalisis menjadi suatu data yang ringkas dan juga

23 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), him. 142.
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2017), him. 169.
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sistematis yang akan menjawab setiap permasalahan yang ada dalam

penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan
penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu menarik
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap
permasalahan konkrit yang dihadapi yang dalam arti lain menarik kesimpulan
dari bahan-bahan hukum yang bersifat umum ke bahan-bahan hukum yang
bersifat khusus.? Sehingga teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini

akan menggunakan metode deduktif.

25 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: Unpam Press, 2018), him. 64.
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